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ABSTRAK: • Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka untuk 

mewujudkan tujuan daerah yang menimbulkan hak dan kewajiban 

dapat dinilai dengan uang. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah perlu di atur dan Perda 

Kab.Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sehingga perlu diganti sert Perda Kab.Kutai No.13 Tahun 

1982 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas 

Pendapatan Daerah perlu disesuaikan dan diatur ulang sehingga 

perlu diganti dalam bentuk satu peraturan tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keaungan Daerah dalam suatu Peraturan Daerah. 

• UU No.27 Tahun 1959; UU No.18 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 2003; 

UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; 

UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; 

PP No.25 Tahun 2000; PP No.8 Tahun 2002; PP No.104 Tahun 2000; 

PP No.105 Tahun 2000; PP No.106 Tahun 2000; PP No.107 Tahun 

2000; PP No.108 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.65 

Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2000; PP No.24 Tahun 2004; PP No.25 

Tahun 2004; Perda Kab.Kutai No.27 Tahun 2000; Perda Kab.Kutai 

Kartanegara No.3 Tahun 2002. 

• Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 

menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 

Diatur tentang ketentuan umum, pengelolaan keuangan daerah, 

kewenangan Bupati dan DPRD dalam keuangan, kedudukan 

keuangan Bupati, Wakil Bupati dan DPRD, anggaran pendapatan 

belanja daerah, penyusunan dan penetapan APBD, penyusunan 

perhitungan APBD, perubahan APBD, Pelaksanaan APBD, 

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD, 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pengawasan, Kerugian 

Keuangan Daerah, Ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, 

ketentuan penutup. 

CATATAN: • Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 

Agustus 2005. 

• Yang tidak berlaku : 1. Perda Kab.Kutai Kartanegara No.13 Tahun 

1982 2. Perda Kab.Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2003. Penjelasan 

45 hlm 

 


